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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat 

peneliti simpulkan: 

1. Kepolisian Resor Gorontalo melaksanakan mediasi non penal dalam 

penanganan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gorontalo. 

Pelaksanaan mediasi non penal ini dapat dilihat pada aspek 

pencegahan tanpa pidana sekaligus sebagai upaya mewujudkan 

dukungan terhadap perubahan Sistem Peradilan Pidana (criminal 

justice system)
. 

Dalam segi pendekatan non penal policy, ikhtiar 

mengintegrasikan model mediasi penal ke dalam sistem peradilan 

pidana dukungan sangat penting diberikan dengan pendekatan-

pendekatan lainnya, diantaranya ialah pendekatan kultural, sosiologis 

serta pendekatan lainnya termask didalamnya soal manajemen. Terkait 

pencegahan tanpa pidana terhadap pelanggaran lalu lintas dtempuh 

melalui tiga metode. Metode pertama adalah dengan pendekatan Pre-

emtif selanjutnya preventif dan yang terakhir adalah represif yakni. 

Metode pertama pre-emtif dilakukan dengan cara mendidik dan 

memberdayakan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, metode kedua 

preventif, dilakukan dengan cara pemasangan lampu jalan dan CCTV 

dititik jalan yang rawan akan kecelakaan serta menjalin kerjasama 

dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan 
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metode ketiga represif, dilakukan dengan cara operasi/razia untuk 

menindak pelaku pelanggaran lalu lintas. Dari ketiga metode yang 

sudah ditempuh selama ini dimana untuk metode pertama sering 

dilakukan adalah dengan pendekatan Pre-emtif. Dengan metode ini 

angka kecelakaan menurun.  

2. Mediasi non penal digunakan sebagai alternatif penanganan 

pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gorontalo, dimana salah satu 

alternatif yang menjadi keunggulan utama suatu penyelesaian perkara 

dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip restorative justice 

melalui mediasi non penal atau penyelesaian kasus di luar pengadilan 

ialah keputusan yang datang atau lahir dari para pihak-pihak yang 

berperkara itu sendiri dengan satu tujuan dan solusi bersama yakni 

menang secara bersama-sama tidak ada yang merasa dikalahkan atau 

melahirkan wi-win solution sehingga hasilnya akan lebih 

mencerminkan rasa keadilan termasuk pula dalam kasus-kasus 

kecelakaan lalu lintas.  

5.2 Rekomendasi 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini , 

adalah sebagai berikut : 

1. Menelaah kondisi penegakan  hukum pidana terhadap pelanggaran di 

bidang lalu lintas yang telah berlangsung selama ini, sudah sewajarnya 

ADR (Alternative Dispute Resolution) dijadikan alternarif penyelesaian 

perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan. 
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2. Perlunya pembaharuan hukum dalam undang-undang lalu lintas yang 

akan datang dengan memasukkan penyelesaian perkara pelanggaran 

lalu lintas melalui ADR (Alternative Dispute Resolutions) dengan 

kelengkapan rumusannya, agar penerapan ADR terdapat legalisasi atau 

payung hukum yang kuat. 
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